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NO MONITORING EVALUASI TINDAK LANJUT

3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei

Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II

Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023

Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan

Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan II Tanggal

1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023, jumlah tersebut

didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan

surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk

mengisi SiSuper.

Terdapat 3 nilai terendah dari 5 unsur Survei Persepsi

Anti Korupsi (SPAK) yaitu :

1. U1 Dengan Nilai 166;

2. U4 Dengan Nilai 171;

3. U5 Dengan Nilai 172;

 Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah

agar segera dilaksanakan untuk perbaikan

terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang.

1 Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi:

Tindakan Diskriminasi (U1)
> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke

1 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan

sebagai berikut:

- Apakah tidak ada diskriminasi pada

pelayanan yang disampaikan pada unit

layanan ini ?

Rekomendasi:

 Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP

serta didampingi Panitera dan Panmud untuk

memberitahukan dan mengarahkan kepada

petugas PTSP untuk tidak melakukan tindakan

diskriminasi kepada pengguna layanan;



2 Praktik Pungutan Liar (U4) > Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4

dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai

berikut :

- Apakah tidak ada pungutan liar seperti

permintaan pembayaran atas layanan yang

diterima pengguna layanan di luar tarif resmi

pada unit layanan ini ?

Rekomendasi:

 Telah tersedia akses informasi mengenai

tarif/biaya pada website Pengadilan Negeri

Palembang

 Petugas PTSP menjelaskan terkait biaya yang

dibutuhkan dalam setiap layanan serta selalu

memberikan kwitansi / Tanda Terima pada

setiap transaksi yang dilakukan;

3 Praktik Percaloan (U5) > Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5

dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai

berikut :

- Apakah tidak ada praktek

percaloan/perantara yang tidak resmi yang

diterapkan pada unit layanan ini ?

Rekomendasi:

 Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP

serta didampingi Panitera dan Panmud untuk

memberitahukan dan mengarahkan kepada

petugas PTSP untuk tidak melakukan praktik

percaloan/perantara yang tidak resmi





Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Anti Korupsi

Point 1

BRIEFING PETUGAS PTSP



Point 2

BIAYA PERKLARA PADA WEBSITE KWITANSI / TANDA TERIMA BIAYA



Point 3

BRIEFING PETUGAS PTSP


